
PERATURAN BUPATI SRAGEN
                                         NOMOR: 14 TAHUN 2013                                        

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN 
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN, 

Menimbang           a. bahwa masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu 
ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat;

b. bahwa program beras untuk rumah tangga miskin 
merupakan salah satu program untuk pembangunan dan 
penyempurnaan sistem perlindungan sosial khususnya bagi 
masyarakat miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi 
Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen Tahun 2013.

Mengingat        1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah;

3.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3656);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4297);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

SALINAN



7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5361);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4254);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan 
Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2003 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan 
Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2003 
Nomor 142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur 
Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 
2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan 
Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;

16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat  
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Beras untuk 
Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Pusat ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 



(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUB-
SIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN 
SRAGEN TAHUN 2013

     
Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat miskin di
Kabupaten Sragen tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Subsidi 
Beras bagi Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Sragen 
Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

                                                     Ditetapkan di Sragen
                                                                           pada tanggal 22-5-2013

                 BUPATI SRAGEN,

     ttd

                   AGUS FATCHUR RAHMAN
Diundangkan di Sragen
pada tanggal: 22-5-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
SRAGEN,

                ttd
TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN 
TAHUN 2013 NOMOR  14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
        KEPALA BAGIAN HUKUM

    JULI WANTORO, SH., M.Hum
                 Pembina Tk. I
     NIP. 19660706 199203 1 010
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PERATURAN BUPATI SRAGEN

                                          NOMOR: 14 TAHUN 2013                                        

TENTANG


PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN 

DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SRAGEN, 


Menimbang            a. 
bahwa masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat;


b. 
bahwa program beras untuk rumah tangga miskin merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin;



c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen Tahun 2013.


Mengingat        1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 


3.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);


4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4297);


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2003 Nomor 142);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);


13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;


16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat  Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Pusat ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);


18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:


 Menetapkan     :    PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUB-SIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013

Pasal 1


Petunjuk pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sragen tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Sragen Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

                                                     Ditetapkan di Sragen


                                                                           pada tanggal 22-5-2013

                 BUPATI SRAGEN,










     ttd

                   AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen


pada tanggal: 22-5-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 


SRAGEN, 


                ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN 


TAHUN 2013 NOMOR  14


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


        KEPALA BAGIAN HUKUM


    JULI WANTORO, SH., M.Hum


                 Pembina Tk. I


     NIP. 19660706 199203 1 010


































SALINAN








PAGE  



